
2. Undang-Undang ... 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal 

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 66 

Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun 

Anggaran 2022; 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 

Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

Mengingat 

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah serta menetapkan besaran 

maksimal kas tunai setiap hari yang berada ditangan 

bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran 

pembantu, perlu mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 66 

Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun 

Anggaran 2022; 

a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Menimbang 

WALi KOTA TEGAL, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALi KOTA NOMOR 66 TAHUN 2021 
TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022 

TENT ANG 

NOMOR 17 TAHUN 2022 

PERATURAN WALi KOTA TEGAL 

WALi KOTA TEGAL 
PROVINS! JAWA TENGAH 

[ SALINAN] 



7. Peraturan ... 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat; 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 551); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 

dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ a tau dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6485); 
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M. PENETAPAN ... 

Ketentuan Lampiran BAB V Pelaksanaan dan Penatausahaan 
huruf M Penetapan Besaran Uang Persediaan Peraturan Wali Kota 
Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal 
Tahun Anggaran 2022 (Serita Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 
68), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasall 

PERATURAN WALi KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALi KOTA TEGAL NOMOR 66 TAHUN 2021 

TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL 

TAHUN ANGGARAN 2022. 

MEMUTUSKAN: 

7. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2021 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal 
Tahun 2008 Nomor 16); 

8. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2021 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun 
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 
Nomor 11); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

10. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 65 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 
2021 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Wali Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 65 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 
2022 Nomor 10); 

11. Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2022 (Berita 
Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 68); 
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Menetapkan 



JO HARDI 
BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 17 

ttd 

DEDY YON SUPRIYONO 
Diundangkan di Tegal 
pada tanggal 23 Juni 2022 

SEKRET ARIS DAERAH KOTA TEGAL, 

ttd 

WALi KOTA TEGAL, 

Ditetapkan di Tegal 

pada tanggal 23 Juni 2022 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Tegal. 

Pasal II 
Peraturan W ali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

M. PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN 

Besaran Uang Persediaan (selanjutnya disebut UP) ditetapkan 

dalam keputusan Wali Kota berdasarkan perhitungan besaran 

UP yang dilakukan oleh BUD. Besaran UP merupakan besaran 
belanja yang direncanakan tidak menggunakan mekanisme LS. 
Dengan demikian, penghitungan besaran UP didahului dengan 
melakukan perhitungan besaran anggaran belanja yang 
direncanakan menggunakan LS. 
Jumlah maksimal kas tunai setiap hari yang berada di tangan 
bendahara pengeluaran / bendahara pengeluaran pembantu 
sebagai berikut: 
1. SKPD dengan nilai uang persediaan (UP) sampai dengan 

Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maksimal kas tunai 
sebesar Rp 5.000.000,- (limajuta rupiah); 

2. SKPD dengan nilai uang persediaan (UP) lebih dari 
Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan 
Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maksimal kas tunai 
sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 

3. SKPD dengan nilai uang persediaan (UP) lebih dari 
Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maksimal kas tunai 
sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BA~IAN ~KUM, 

~~S.H. 
Pembina 

NIP 19700705 199003 1 003 


